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ABSTRAK 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS 

PAJAK DENGAN FINANCIAL DISTRESS SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING 

 

Oleh 

ANDRI SATRIA 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap agresivitas pajak dengan financial distress sebagai variabel moderasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Sampel dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling, menghasilkan 70 perusahaan dengan 350 unit analisis (data 

panel). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance yang 

diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, corporate governance yang diproksikan 

dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, pengungkapan CSR juga tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Financial distress terbukti memperlemah 

hubungan negatif antara komisaris independen dan agresivitas pajak, namun tidak 

terbukti memperlemah hubungan negatif antara kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komite audit, serta pengungkapan CSR terhadap 

agresivitas pajak. Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, 

seperti manajer, pemegang saham, dan pemerintah, dalam merumuskan strategi 

untuk mengurangi praktik agresivitas pajak. 

Kata Kunci: corporate governance, pengungkapan corporate social responsibility, 

financial distress, agresivitas pajak



 
 

 
 

ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE AND DISCLOSURE 

OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON TAX AGGRESSIVITY 

WITH FINANCIAL DISTRESS AS A MODERATING VARIABLE 

By  

ANDRI SATRIA 

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of 

corporate governance and corporate social responsibility disclosure on tax 

aggressiveness with financial distress as a moderating variable. The population in 

this study was manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

during the period 2019-2023. The sample was selected using a purposive sampling 

technique, resulting in 70 companies with 350 analysis units (panel data). The 

results of this study indicate that corporate governance proxied by managerial 

ownership has a significant negative effect on tax aggressiveness. Meanwhile, 

corporate governance proxied by institutional ownership, independent 

commissioners, and audit committees has no effect on tax aggressiveness. In 

addition, CSR disclosure also has no effect on tax aggressiveness. Financial distress 

is proven weaken the negative relationship between independent commissioners 

and tax aggressiveness, but is not proven to weaken the negative relationship 

between institutional ownership, managerial ownership, audit commitees, and CSR 

disclosure on tax aggressiveness. This study is provides for stakeholders, such as 

managers, shareholders, and the government in developing strategies to reduce tax 

aggressiveness practices. 

Keywords:  corporate governance, corporate social responsibility disclosure, 

financial distress, tax aggressiveness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang dan Masalah 

Berdasarkan data Badan Pusat dan Statistik (BPS) tahun 2022, pajak masih 

menjadi sumber utama penerimaan negara. Dari total tersebut, sektor pajak 

memberikan kontribusi sebesar 77,2% yang dimanfaatkan untuk mendanai 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, antara 

pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan pandangan mengenai pajak, 

dimana pemerintah memandang pajak sebagai pendapatan utama, sehingga mereka 

menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, namun perusahaan sebagai wajib 

pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena mereka 

beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi kekayaan dan 

laba yang mereka miliki (Widyastuti dkk., 2020). Oleh karena perbedaan 

kepentingan tersebut, mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan 

agresivitas pajak. 

 Pembayar pajak menggunakan agresi pajak untuk mengurangi 

jumlah pajak yang harus mereka bayar (Kantohe dkk., 2023; Susanto dkk., 2024; 

Utaminingsih dkk., 2022). Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak 

termotivasi untuk mempertahankan laba yang mereka miliki, di mana hal itu dapat 

menarik minat investor di pasar modal (Astika dan Asalam, 2023). Selain itu 

perencanaan pajak yang agresif oleh manajer juga dipengaruhi oleh kepentingan 

pribadi mereka untuk mendapatkan bonus yang maksimal dari pemegang saham 

karena dapat menghasilkan laba yang tinggi. Meskipun memberikan sejumlah 

keuntungan, agresivitas pajak yang dilakukan juga berpotensi menimbulkan 

sejumlah kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham melalui sanksi denda dan 

administrasi dari petugas pajak, hilangnya kepercayaan publik, dan rusaknya 

reputasi perusahaan (Kesumaningrum dkk., 2024). 
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Menurut pemberitaan dari Akbar (2020), PT Toba Pulp Lestari Tbk 

terindikasi melakukan agresivitas pajak dengan mengalihkan sebagian 

pendapatannya ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia, yang 

diperkirakan menyebabkan negara kehilangan Rp1,9 triliun. Permasalahan ini 

mungkin berasal dari beban pajak yang berat yang harus ditanggung oleh 

perusahaan manufaktur. Menurut pemberitaan dari Kholid (2025), kebijakan 

insentif pajak yang diberikan pemerintah dinilai tidak efektif dan tidak tepat 

sasaran, padahal insentif tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal 

oleh sektor manufaktur yang tengah berjuang di tengah kondisi deindustrialisasi 

yang terjadi di Indonesia. Namun, pada praktiknya, justru perusahaan dengan 

kontribusi minim terhadap PDB serta beban pajak yang lebih ringan, seperti di 

sektor pertambangan dan konstruksi, lebih banyak memanfaatkan insentif pajak 

dibandingkan sektor manufaktur yang memiliki beban pajak lebih besar dan 

kontribusi yang signifikan terhadap PDB. 

Gambar 1. 1 Grafik Book Tax Differences Tahun 2023 

 
             Sumber: Data diolah peneliti, 2025 

Pada gambar 1.1 yang memuat data Book Tax Differences (BTD) pada 

empat sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2023, 

diketahui bahwa sektor manufaktur memiliki rata-rata nilai BTD tertinggi 

dibandingkan tiga sektor lainnya, yaitu sektor telekomunikasi, sektor 

pertambangan, dan sektor perbankan. Nilai BTD yang tinggi pada sektor 

Perusahaan 

Manufaktur

Perusahaan 

Pertambangan

Perusahaan 

Perbankan

Perusahaan 

Telekomunikasi

0.0000

0.0050

0.0100

0.0150

0.0200

0.0250

0.0300

0.0350

0.0400

0.0450

Book Tax Differences 



 
 

3 
 

manufaktur menunjukkan bahwa perusahaan di sektor ini berpotensi besar 

melakukan praktik agresivitas dibandingkan sektor lainnya. Ini karena ada 

perbedaan besar antara laba akuntansi dan fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar 

daripada laba fiskal. Semakin agresif strategi perhitungan pajak perusahaan, 

semakin besar pula perbedaannya. Sebaliknya, sektor perbankan yang memiliki 

rata-rata nilai BTD terendah dibandingkan tiga sektor lainnya, yang menunjukkan 

bahwa sektor ini tidak memiliki potensi besar untuk melakukan praktik agresivitas 

pajak seperti sektor lainnya.  

Dari sudut pandang teori keagenan dan teori legitimasi, perusahaan 

membutuhkan corporate governance (kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen, dan komite audit) dan pengungkapan CSR yang 

dapat mendorong perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan 

menghindari tindakan yang berisiko seperti agresivitas pajak. Menurut Widyastuti 

dkk. (2020), perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan pengungkapan 

CSR yang tinggi cenderung menghindari pajak yang agresif. Menurut penelitian 

Dewi dan Mabrur (2022) dan Migang dan Dina (2020), kepemilikan institusional 

berdampak negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak, berbeda dengan studi 

Astika dan Asalam (2023) serta Magfira dan Murtanto (2021) yang tidak 

menemukan bukti bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh kepemilikan 

institusional. Selain itu,  Nurwati dkk. (2023) dan Boussaidi dan Sidhom (2021) 

melakukan penelitian dan menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif pada agresivitas pajak, namun pendapat ini ditentang oleh Wulandari dan 

Purnomo (2021) serta Martauli dan Handayani (2023) yang tidak menemukan bukti 

bahwa kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak.  

Kemudian Susanto dkk. (2024) dan Nugroho dkk. (2020) yang mengkaji 

peran komisaris independen serta memperoleh temuan adanya dampak negatif yang 

signifikan terhadap kecenderungan perilaku agresif dalam perpajakan, namun 

demikian, temuan tersebut tidak sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh 

Apriyanti dan Arifin (2021) dan Sunarto dkk. (2021) yang mengatakan bahwa 

komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. 

Selanjutnya penelitian Ginting dan Suryani (2018) dan Nugroho dkk. (2020), yang 

mengungkapkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat 
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agresivitas pajak, namun dibantah oleh Fauzan dkk. (2019) yang menyimpulkan 

bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara 

Utaminingsih dkk (2022) serta Magfira dan Murtanto (2021), tidak mendukung 

kedua pendapat tersebut.  

Selain corporate governance, pengungkapan CSR juga dibutuhkan untuk 

mendorong kepatuhan perusahaan terhadap pajak. Menurut Kesumaningrum dkk. 

(2023), Fitri dan Munandar (2018), dan Widyastuti dkk (2020), pengungkapan CSR 

berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, namun hasil tersebut 

ditentang oleh Pranata dkk. (2021), Widyastuti dkk. (2020), dan Kurniawati dkk. 

(2020) yang tidak menemukan bukti bahwa pengungkapan CSR berpengaruh 

negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Pada penelitian ini financial distress berperan sebagai variabel moderasi. 

Menurut Richardson dkk. (2015) perusahaan yang sedang mengalami financial 

distress dapat mendorong mereka untuk menerapkan perencanaan pajak yang lebih 

agresif. Karena pada situasi tersebut perusahaan sedang mengalami kesulitan arus 

kas yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang 

akan jatuh tempo dan kesulitan dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Oleh 

karena itu biasanya perusahaan yang sedang mengalami financial distress akan 

melakukan perencanaan pajak yang agresif guna menghemat arus kas yang harus 

mereka keluarkan, seperti pembayaran pajak (Putri dan Chariri, 2017). Financial 

distress dalam penelitian ini diangkat menjadi variabel moderating, untuk melihat 

bagaimana situasi tersebut dapat mempengaruhi mekanisme corporate governance 

dan pengungkapan CSR dalam upaya mengurangi agresivitas pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakpastian 

mengenai hubungan antara variabel bebas seperti corporate governance dan 

pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak sebagai variabel terikat. Keterbaruan 

dari penelitian ini yaitu secara bersama-sama meneliti pengaruh corporate 

governance dan pengungkapan CSR sebagai variabel independen, dengan financial 

distress sebagai variabel moderasi terhadap agresivitas pajak sebagai variabel 

dependen. Penelitian ini akan memperluas penelitian sebelumnya dengan 

menelusuri dampak potensial financial distress dalam memperlemah atau 



 
 

5 
 

memperkuat hubungan antara corporate governance (diukur melalui kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit), 

pengungkapan CSR, dan agresivitas pajak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali hubungan antarvariabel 

tersebut dan membuktikan secara empiris pengaruh corporate governance dan 

pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, dengan menambahkan financial 

distress sebagai variabel moderasi. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek 

penelitian karena sektor ini berpotensi besar terlibat dalam kasus perpajakan, 

berkaca dari salah satu kasus yang terjadi pada PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang 

menunjukkan potensi keterlibatan perusahaan dalam praktik agresivitas pajak. 

Struktur modal yang kompleks dan skala usaha yang besar pada perusahaan 

manufaktur meningkatkan risiko terjadinya praktik agresivitas pajak yang lebih 

tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul ”Pengaruh Corporate 

Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap 

Agresivitas Pajak dengan Financial Distress Sebagai Variabel Moderating”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2019-2023? 

2.  Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2019-2023? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-

2023? 
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4.  Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-

2023? 

5. Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023? 

6.  Apakah financial distress memoderasi hubungan antara kepemilikan 

institusional dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023? 

7.  Apakah financial distress memoderasi hubungan antara kepemilikan 

manajerial dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023? 

8.  Apakah financial distress memoderasi hubungan antara komisaris 

independen dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023? 

9. Apakah financial distress memoderasi hubungan antara komite audit dan 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019-2023? 

10.  Apakah financial distress memoderasi hubungan antara pengungkapan 

corporate social responsibility dan agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1.  Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-

2023. 
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2.  Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-

2023. 

3.  Menguji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-

2023. 

4.  Menguji pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023. 

5.  Menguji pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, tahun 2019-2023. 

6.  Menguji pengaruh moderasi financial distress terhadap hubungan 

kepemilikan institusional dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023. 

7.  Menguji pengaruh moderasi financial distress terhadap hubungan 

kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023. 

8.  Menguji pengaruh moderasi financial distress terhadap hubungan komisaris 

independen dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023. 

9. Menguji pengaruh moderasi financial distress terhadap hubungan komite 

audit dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023. 

10. Menguji pengaruh moderasi financial distress terhadap hubungan 

pengungkapan CSR dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Dalam kaitannya dengan teori keagenan, penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hubungan antara manajer sebagai 

agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dapat mempengaruhi keputusan 

tentang agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat 

mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajer, sehingga pada akhirnya 

tingkat agresivitas pajak perusahaan dapat dikurangi. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan perspektif baru tentang pengungkapan aktivitas CSR sebagai 

strategi perusahaan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat 

dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dengan tanggung jawab sosial 

yang tinggi diharapkan tidak melakukan hal-hal yang dapat menodai reputasi 

mereka, seperti tindakan pajak yang agresif. 

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk 

menambah pemahaman baru mengenai pengaruh moderasi financial distress 

terhadap hubungan corporate governance dan pengungkapan CSR terhadap 

agresivitas pajak. Peneliti memilih financial distress sebagai variabel moderasi, 

karena pada periode penelitian telah terjadi peristiwa besar yaitu pandemi Covid-

19 yang menyebabkan ekonomi nasional dan internasional mengalami 

keterpurukan, sehingga banyak perusahaan pada saat itu mengalami krisis 

keuangan, sehingga pada saat itu mereka melakukan berbagai upaya dan strategi 

untuk mempertahankan bisnis, namun tidak sedikit juga yang gagal hingga 

mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi lebih lanjut mengenai dampak dari krisis tersebut terhadap 

kebijakan vital perusahaan khususnya kebijakan perpajakan, mengingat pajak 

merupakan salah satu beban yang cukup memberatkan perusahaan terlebih lagi 

pada masa-masa yang sulit seperti pandemi Covid-19. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Studi ini diharapkan dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi penulis 

dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang agresivitas pajak oleh 

suatu perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan Manufaktur  

Diharapkan penelitian ini akan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, 

khususnya yang berkaitan dengan pengendalian internal, sehingga tujuan jangka 

panjang dan jangka pendek organisasi dapat dicapai. 

c. Bagi Regulator (Pemerintah) 

Diharapkan penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat 

peraturan baru atau merevisi peraturan pajak saat ini untuk meminimalkan tindakan 

agresif wajib pajak terhadap pajak, yang dapat menurunkan pendapatan negara.



 
 

 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Keagenan 

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara 

prinsipal (pemilik kekayaan) dan agen (pengelola kekayaan). Teori ini berawal dari 

pemikiran Adolf Berle dan Gardiner Means melalui buku yang mereka terbitkan, 

yang membahas adanya pemisahan dalam perusahaan modern antara pemilik dan 

pengendali, di mana pihak profesional dipercaya oleh pemegang saham untuk 

mengelola perusahaan. Pada tahun 1976, teori keagenan dikembangkan dan 

diperkenalkan secara formal oleh Michael Jensen dan William Meckling. Jensen 

dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mengacu pada hubungan 

antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen 

untuk mengawasi kekayaan mereka. 

Teori ini juga menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) 

dan manajer sebagai agen, di mana pemegang saham memberikan kewenangan 

kepada manajer untuk mengambil keputusan ekonomi dalam mengelola kekayaan 

pemegang saham. Manajer sebagai agen memiliki kewajiban untuk 

memaksimalkan kepentingan dan kekayaan pemegang saham serta menghindari 

tindakan yang dapat merugikan mereka. Namun, konflik antara manajer dan 

pemegang saham menyebabkan masalah agensi. Pemegang saham menginginkan 

imbal hasil yang maksimal, sementara manajer lebih memprioritaskan gaji, insentif 

,dan jabatannya dalam perusahaan  (Tanjaya dan Nazir, 2021). Seringkali, konflik 

ini terjadi karena ketimpangan informasi, di mana manajer yang terlibat langsung 

dalam operasi perusahaan memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan 

pemegang saham mengenai kondisi internal perusahaan.
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Perbedaan kepentingan dan asimetri informasi ini sering kali memicu 

manajer untuk bertindak oportunistik (opportunistic behaviour) guna 

memaksimalkan kepentingan pribadinya (Tanjaya dan Nazir, 2021). Tindakan 

oportunistik ini dapat merugikan pemegang saham, karena manfaat yang 

seharusnya diterima oleh mereka berupa peningkatan aset perusahaan atau 

pembagian dividen, dialihkan untuk kepentingan pribadi manajer. Salah satu bentuk 

tindakan oportunistik tersebut adalah agresivitas pajak. 

2.1.2. Teori Legitimasi   

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa teori legitimasi adalah 

gagasan yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dukungan dari pemangku 

kepentingan, khususnya masyarakat, demi menjaga keberlanjutan perusahaan 

dalam jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa aktivitas operasional 

perusahaan melibatkan kontrak sosial, yang mencakup harapan masyarakat 

mengenai bagaimana perusahaan menjalankan operasinya dengan tetap 

memperhatikan etika sosial dan lingkungan. Dukungan dari masyarakat sangat 

penting karena berdampak langsung pada kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh 

sebab itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara operasi bisnis dan 

tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang memperhatikan nilai-nilai sosial dalam 

aktivitas operasionalnya akan secara otomatis mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat (Kurniawati dkk., 2020). 

Pengungkapan CSR adalah salah satu cara perusahaan menjawab 

pertanyaan masyarakat mengenai apakah perusahaan telah menjalankan tanggung 

jawab sosialnya. Perusahaan yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan 

biasanya akan mengungkapkan aktivitas ini secara sukarela dalam laporan CSR 

tahunan sebagai bukti tanggung jawab mereka. Masyarakat cenderung sangat 

responsif terhadap tindakan negatif yang dilakukan perusahaan, terutama yang 

melanggar etika sosial dan lingkungan. Agresivitas pajak adalah tindakan yang 

dianggap melanggar hukum dan tidak etis di mata masyarakat, mengingat 

pentingnya peran pajak dalam pembangunan bangsa (Kurniawati dkk., 2020). 

Perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak akan menerima reaksi negatif dari 

masyarakat, yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis mereka. Oleh karena itu, 
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perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik, seperti yang 

tercermin dalam laporan CSR, diharapkan menghindari praktik-paktik yang dapat 

merusak legitimasi mereka di mata masyarakat, seperti agresivitas pajak. 

2.2. Agresivitas Pajak 

Strategi manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka 

bayar dikenal sebagai agresivitas pajak, meskipun terkadang tindakan ini bisa 

melanggar hukum (Lanis dan Richardson, 2012). Menurut Kantohe dkk. (2023), 

agresivitas pajak adalah strategi perusahaan dalam meminimalkan pajak. Namun, 

agresivitas pajak sering kali dipandang negatif oleh masyarakat karena dapat 

mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan pungutan wajib 

yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga jika 

penerimaan pajak menurun, kemampuan negara untuk menyejahterakan 

masyarakat akan terdampak. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan 

agresivitas pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (Kurniawati dkk., 

2020). 

Tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan sering kali disebabkan oleh 

konflik tujuan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah 

berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan, sementara 

perusahaan terus mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar 

(Kurniawati dkk., 2020). Perbedaan kepentingan ini memperbesar kemungkinan 

perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah 

sumber utama pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan negara, sementara 

bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang meningkatkan beban 

operasional dan mengurangi laba. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung mencari 

cara untuk mengurangi pajak, salah satunya dengan agresivitas pajak (Magfira & 

Murtanto, 2021). 

Tindakan agresivitas pajak dapat berupa perencanaan pajak legal (tax 

avoidance) maupun ilegal (tax evasion), yang keduanya bertujuan untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Subadriyah dkk., 2022). 

Tindakan legal dalam perencanaan pajak melibatkan pemanfaatan celah hukum dan 
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peraturan pajak yang belum jelas, sedangkan tindakan ilegal meliputi 

penyelundupan atau penggelapan pajak (Magfira dan Murtanto, 2021). Dalam 

penelitian ini Book Tax Differences (BTD) digunakan untuk mengukur agresivitas 

pajak. BTD adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara laba 

akuntansi (book income) dengan laba kena pajak (taxable income). 

2.3. Corporate Governance 

Corporate governance, menurut Jensen (1993), adalah alat untuk mengatur 

hubungan antara pemegang saham dan manajer serta mengurangi konflik antara 

mereka. Pada perusahaan besar, sering kali pemilik sumber daya menunjuk seorang 

profesional untuk mengelola sumber daya dengan tujuan meningkatkan kekayaan 

pemilik. Namun, dalam praktiknya, karena pemilik tidak terlibat secara langsung 

dalam aktivitas operasional dan tidak memiliki informasi selengkap manajer 

mengenai keadaan internal perusahaan, pemilik tidak mengetahui apakah manajer 

telah mengambil keputusan dan tindakan yang dapat meningkatkan aset perusahaan 

serta mengutamakan kepentingan mereka. Sebaliknya, pemilik juga tidak 

mengetahui apakah tindakan manajer dilakukan semata-mata untuk kepentingan 

pribadi manajer dan tidak mengutamakan kepentingan pemegang saham. 

Tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi solusi bagi pemegang 

saham untuk mengawasi dan memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan 

visi dan misi perusahaan guna meningkatkan kekayaan pemegang saham. Tata 

kelola yang baik juga dapat membatasi tindakan manajer dalam mengambil 

keputusan yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, yang pada akhirnya 

dapat mengesampingkan kepentingan pemegang saham dan bahkan berujung pada 

kerugian bagi perusahaan serta pemegang saham. Menurut Kurniawan dkk. (2021), 

corporate governance merupakan sistem dan struktur dalam pengelolaan bisnis 

perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang 

saham tanpa mengesampingkan kepentingan stakeholder lainnya, seperti 

pemerintah, pemberi pinjaman, pemasok, konsumen, masyarakat sosial, dan pihak 

berkepentingan lainnya. 
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Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dianggap berhasil jika dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajer untuk menjalankan visi dan 

misi perusahaan, yang berujung pada peningkatan kualitas perusahaan, ditandai 

dengan kondisi keuangan yang baik dan peningkatan nilai pemegang (Ari dan 

Damayanti, 2021). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

(2008), berikut adalah lima asas yang termuat  dalam corporate governance, yaitu:  

1. Transparansi (Transparency): Asas ini mewajibkan perusahaan untuk 

menyampaikan informasi yang relevan mengenai kinerja perusahaan yang 

sebenarnya serta tidak menutupi peristiwa yang dapat mempengaruh pemangku 

kepentingan dalam mengambil keputusan. Aspek transparansi sangat penting bagi 

stakeholder dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan kondisi perusahaan 

yang sebenarnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability): Asas ini mewajibkan perusahaan untuk 

bertanggung jawab atas kinerjanya kepada pemegang saham dalam periode tertentu 

(tahunan, kuartalan, semesteran, dan lainnya). Setiap keputusan yang diambil oleh 

manajemen, dewan komisaris, dan dewan direksi harus dipertanggungjawabkan. 

Oleh sebab itu, kejelasan terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-

masing pihak sangat diperlukan. 

3. Responsibilitas (Responsibility): Asas ini menekankan pentingnya tanggung 

jawab perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Asas ini juga 

mengharuskan perusahaan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memperhatikan dampak 

dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 

4. Independensi (Independency): Asas ini menyatakan bahwa setiap pemegang 

posisi strategis, seperti dewan direksi dan dewan komisaris, harus bersikap 

independen atau bebas dari intervensi pihak lain dalam pengambilan keputusan. 

Independensi menekankan dewan direksi, dewan komisaris, serta pemangku posisi 

strategis lainnya harus bebas dari konflik kepentingan dan hanya mengambil 

keputusan yang rasional serta terbaik bagi perusahaan dan pemegang saham. 
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5. Kewajaran (Fairness): Asas ini menuntut perusahaan untuk bersikap adil 

terhadap setiap stakeholder, seperti pemerintah, karyawan, kreditur, pemasok, 

pemegang saham minoritas, dan pihak lainnya. Perusahaan harus memastikan 

bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama atas setiap kebijakan yang 

diambil. 

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, 

dan komite audit sebagai proksi corporate governance diharapkan dapat mewakili 

kelima asas tersebut yang dapat memperkuat tata kelola perusahaan, sehingga cita-

cita dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengaplikasian tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance) diharapkan dapat membuat aktivitas 

operasional perusahaan semakin efektif dan efisien sesuai dengan standar 

operasional yang telah ditetapkan, serta mencegah manajer untuk mengambil sikap 

oportunistik seperti agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan atau 

bahkan mengancam keberlangsungan perusahaan (Saputri dan Handayani, 2023).  

2.3.1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merujuk pada penguasaan saham suatu 

perusahaan yang dimiliki oleh badan-badan kelembagaan seperti perbankan, 

perusahaan asuransi, entitas investasi, maupun lembaga sejenis lainnya. Institusi 

yang dimaksud merupakan entitas atau perusahaan yang berinvestasi atau memiliki 

sejumlah saham pada entitas tertentu, yang diukur melalui persentase kepemilikan 

saham oleh institusi terhadap jumlah saham entitas yang beredar (Tahar dan 

Rachmawati, 2020). Menurut Shleifer dan Vishny (1986), keterlibatan lembaga 

dalam kepemilikan saham diyakini mampu mendorong peningkatan nilai 

perusahaan, karena terdapat pengawasan yang lebih intens terhadap tindakan 

manajerial dalam proses pengambilan keputusan. Pengawasan yang ketat ini dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, karena keputusan operasional yang diambil akan 

lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional memberikan dampak positif bagi aktivitas operasional perusahaan dan 

dapat menghindarkan manajer dari tindakan oportunistik, karena adanya 
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pengawasan ketat dari pemegang saham institusional. Investor institusional sering 

dianggap sebagai pengawas eksternal bagi perusahaan. Dengan kepemilikan 

sumber daya yang lebih besar dibandingkan investor individu, mereka berperan 

dalam mengontrol dan mengawasi perilaku manajer. Pengawasan ketat oleh 

investor institusional mendorong manajer untuk melakukan tindakan yang 

mengutamakan kepentingan pemegang saham. Selain itu, dengan adanya kontrol 

yang kuat, manajer dapat dicegah dari tindakan yang merugikan pemegang saham, 

salah satunya adalah tindakan agresif terhadap pajak (Tahar & Rachmawati, 2020). 

Sikap manajer yang agresif terhadap pajak berpotensi menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham melalui sanksi, mulai dari denda 

hingga penutupan operasi oleh pihak berwenang jika tindakan tersebut terungkap. 

Agresivitas pajak adalah salah satu tindakan oportunistik manajer yang bertujuan 

mengurangi beban operasi perusahaan untuk meningkatkan laba, sehingga kinerja 

manajer tampak baik. Kepemilikan institusional mayoritas memberikan 

pengawasan lebih ketat dan membatasi perilaku manajer yang menyimpang dari 

peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Dengan demikian, kepemilikan 

institusional dapat mencegah manajer melakukan tindakan agresivitas pajak (Tahar 

& Rachmawati, 2020). 

2.3.2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh 

jajaran direksi serta komisaris dalam struktur kepemilikan suatu entitas usaha (Ari 

dan Damayanti, 2021). Menurut Jensen dan Meckling (1976) pada gilirannya 

kepemilikan manajerial akan mempengaruhi pengambilan keputusan operasional 

mereka. Dengan memiliki saham, manajer lebih berhati-hati dalam membuat 

keputusan dan kebijakan karena mereka turut menanggung risiko hasil kebijakan 

tersebut. Kepemilikan manajerial juga mendorong manajer untuk lebih termotivasi 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan; mengingat keuntungan perusahaan juga 

akan berimbas pada mereka sebagai pemegang saham (Morck dkk., 1988). 

Menurut Nurwati dkk. (2023), kepemilikan oleh pihak manajer berpotensi 

meredakan benturan kepentingan (masalah keagenan) antara pemegang modal dan 
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pihak pengelola. Kepemilikan saham oleh manajer membantu mengurangi tindakan 

oportunistik dan memaksa mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam 

memaksimalkan kepentingan pemegang saham (Nurwati dkk., 2023). Perseteruan 

kerap terjadi akibat ketimpangan informasi antara manajer yang menguasai lebih 

banyak data internal dibandingkan pemegang saham, ditambah dengan perbedaan 

tujuan dimana investor cenderung mengutamakan imbal hasil yang tinggi, 

sedangkan manajer lebih berorientasi pada perolehan yang masuk maupun bonus 

pribadi.  

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang melanggar peraturan 

perpajakan dan dapat merugikan perusahaan melalui denda, kerusakan reputasi, 

serta hilangnya dukungan sosial. Biasanya, manajer melakukan agresivitas pajak 

untuk menekan beban operasional dan memperbesar laba yang diperoleh, demi 

meningkatkan penilaian kinerja manajer di mata pemegang saham. Namun, 

kepemilikan saham oleh manajer (kepemilikan manajerial) dapat memitigasi hal 

ini, karena mereka akan terdorong untuk menghindari tindakan yang dapat 

merugikan perusahaan dan pemegang saham, termasuk agresivitas pajak (Nurwati 

dkk., 2023). 

2.3.3. Komisaris Independen 

Menurut Pasal 1 Nomor 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 

33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan 

Publik, dewan komisaris dipahami sebagai bagian dari struktur organisasi emiten 

yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan, baik secara 

menyeluruh maupun secara khusus sesuai ketentuan anggaran dasar, serta 

memberikan arahan atau pertimbangan kepada direksi. Scott (2006), menyatakan 

bahwa komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak 

terlibat dalam manajemen dan aktivitas operasional perusahaan. Komisaris 

independen, sebagai pihak eksternal, berperan sebagai pengawas terhadap organ 

eksekutif perusahaan, seperti dewan direksi dan manajer (Tahar dan Rachmawati, 

2020). Merujuk pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komisaris 

independen adalah individu dari luar perusahaan yang bebas dari kepentingan 
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operasional dan bertugas sebagai pengawas manajer untuk memastikan adanya 

keselarasan di dalam perusahaan.  

Komisaris independen memegang peranan dan kewajiban dalam 

menjalankan tugas untuk memastikan bahwa setiap pengelolaan aktivitas bisnis 

yang dilakukan oleh manajer atau organ eksekutif perusahaan lainnya telah 

dijalankan secara transparan dan akuntabel serta tidak bertentangan dengan prinsip 

dan nilai good corporate governance (Magfira dan Murtanto, 2021).  Selain itu, 

berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 

33/POJK.04/2014, minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris di 

perusahaan emiten harus terdiri dari komisaris independen.  

Apabila suatu perusahaan menjalankan prinsip tata kelola yang unggul 

dalam seluruh aktivitas usahanya, hal tersebut menerminkan kepatuhan perusahaan 

terhadap peraturan yang berlaku serta menunjukan bahwa para manajer telah 

menetapkan keputusan dan kebijakan yang fokus pada kepentingan para pemegang 

saham. Dengan demikian, manajer terhindar dari perilaku oportunistik yang hanya 

mementingkan kepentingan pribadi. saja. Secara implisit, kehadiran komisaris 

independen dalam daftar perusahaan publik berpotensi memberikan dampak 

terhadap tingkat agresivitas pajak yang dijalankan oleh manajemen (Magfira & 

Murtanto, 2021).  

2.3.4. Komite Audit  

Menurut Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 

55/POJK.04/2015, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh komisaris 

independen untuk membantu pengawasan terhadap manajemen. Keberadaan 

komite audit sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang 

diterbitkan perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, 

serta dapat diandalkan kebenaran informasinya (Sunarto dkk., 2021). Dengan 

demikian, komite audit berfungsi sebagai perpanjangan tangan komisaris 

independen dalam melakukan pengawasan, terutama terkait pelaporan keuangan 

dan pengendalian internal perusahaan. Pengangkatan serta penghentian anggota 

komite audit dilakukan oleh dewan komisaris, yang harus terdiri sekurang-
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kurangnya tiga individu yang berasal dari komisaris independen dan pihak eksternal 

perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 3 dan 

4). 

Komite audit memegang peran penting dalam tata kelola perusahaan, 

terutama dalam pelaporan keuangan dan pengendalian internal emiten. Dalam 

melaksanakan tugasnya, komite audit memberikan saran kepada manajemen terkait 

temuan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan serta 

aktivitas bisnis yang dianggap tidak memenuhi standar dan aturan yang berlaku. 

Hal ini akan memperkuat kualitas laporan keuangan perusahaan, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap 

perusahaan. Menurut Tahar dan Rachmawati (2020), jumlah anggota komite audit 

dapat mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap perilaku manajemen, terutama 

dalam hal tindakan menyimpang, kehadiran anggota komite audit dalam jumlah 

terbatas cenderung berimplikasi pada penurunan efektivitas pengawasan jika 

dibandingkan dengan komite audit yang beranggotakan lebih banyak. Dengan lebih 

banyak anggota komite audit, pengawasan terhadap aktivitas manajemen akan lebih 

efektif, yang dapat mencegah tindakan yang merugikan perusahaan dan pemegang 

saham, seperti agresivitas pajak. 

2.4. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Berdasarkan penjelasan Tahar dan Rachmawati (2020), corporate social 

responsibility (CSR) adalah suatu pendekatan strategi yang diambil perusahaan 

untuk mengurangi dampak negatif kaligus meningkatkan dampak positif terhadap 

pemangku kepentingan dalam ranah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul 

dari kegiatan operasional perusahaan, dengan tujuan menjaga usaha. CSR bukan 

hanya sekadar kegiatan amal sosial bagi perusahaan kepada masyarakat dan 

lingkungan, tetapi harus dimasukan ke dalam strategi perusahaan, salah satunya 

untuk mendukung tujuan keberlanjutan (Porter dan Kramer, 2006). Dari uraian 

yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu konsep dan 

tindakan perusahaan, seperti menghasilkan produk yang ramah lingkungan, 

menggunakan mesin operasi terbarukan, membangun fasilitas sosial, memberikan 
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bantuan pendidikan, dan melaksanakan berbagai kegiatan filantropi sebagai wujud 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan sekitar. 

Menurut Kurniawati dkk. (2020),  perusahaan yang memiliki tanggung 

jawab sosial akan kompetitif, sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang 

dihasilkan, berupa peningkatan profitabilitas perusahaan. Peningkatan ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti respon pasar positif, minat investor 

terhadap saham perusahaan, loyalitas konsumen, loyalitas karyawan dan faktor 

lainnya. Reputasi yang baik serta dukungan dari pemangku kepentingan akan 

memberikan dampak positif bagi keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Oleh 

karena itu, banyak perusahaan saat ini melakukan berbagai strategi, seperti 

pengungkapan CSR, untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder (Hasan, 2022). 

Konsep ini diperkuat oleh teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan 

berupaya melalui berbagai pendekatan untuk mencapai pengakuan legitimasi dari 

pemangku kepentingan demi memastikan kelangsungan serta keuntungan 

perusahaan. 

Menurut Tahar dan Rachmawati (2020), pengungkapan CSR yang tinggi 

oleh perusahaan memiliki hubungan dengan rendahnya tingkat penghindaran pajak. 

Semakin banyak kegiatan CSR yang diungkapkan, semakin kecil potensi 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, rendahnya 

pengungkapan CSR dapat menjadikan perusahaan tersebut berpotensi melakukan 

penghindaran pajak. Perusahaan yang secara akurat mengungkapkan informasi 

terkait CSR menunjukan tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dalam 

mematuhi regulasi yang berlaku serta berupaya menghindari perilaku yang dapat 

merugikan citra di mata para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan 

komunitas sosial. Tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan berpotensi merusak 

citra perusahaan di mata masyarakat karena mereka cenderung merespons negatif 

kepada pihak yang agresif terhadap pajak. Selain itu, perusahaan juga berpotensi 

mengalami kerugian dari sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang jika 

tindakannya diketahui.  

Perusahaan yang agresif terhadap pajak dipandang sebagai pihak yang tidak 

mematuhi aturan dan tidak peduli terhadap dampak pajak bagi masyarakat. Tentu 
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saja, hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip perusahaan yang secara 

aktif menjalankan program CSR, mengingat perusahaan yang terlibat dalam 

kegiatan CSR biasanya dipandang memiliki tingkat tanggung jawab sosial yang 

signfiikan. Penelitian ini menggunakan GRI G4 (Global Reporting Initiative) untuk 

mengukur pengungkapan CSR, yang merupakan salah satu metode pengukuran 

standar internasional untuk menilai dan melaporkan kinerja perusahaan dalam 

aspek keberlanjutan.  

2.5. Financial Distress 

Financial distress terjadi ketika sebuah perusahaan menghadapi kendala 

dalam mengelola aliran kas operasinya yang biasa digunakan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, beban bunga, beban gaji, dan beban 

operasional lainnya (Putri dan Chariri, 2017). Keadaan tersebut merupakan langkah 

awal perusahaan sebelum terjerumus dalam kebangkrutan. Menurut  Saputra dan 

Hanifah (2017), financial distress dapat terjadi ketika arus kas aktual perusahaan 

berada jauh dibawah dibandingkan dengan arus kas yang diekspektasikan hal 

tersebut dikarenakan menurunya pendapatan perusahaan ataupun situasi ekonomi 

nasional maupun global sedang mengalami kemunduran. Perusahaan yang 

mengalami financial distress akan mengalami kesulitan untuk membiayai aktivitas 

operasionalnya, untuk mengatasi hal tersebut biasanya utang akan menjadi pilihan 

bagi perusahaan agar dapat terus menjalankan operasional bisnis mereka. Akan 

tetapi jika tidak disikapi dengan bijak utang tersebut dapat berubah menjadi 

masalah baru yang akan memperburuk situasi mereka yang sedang melewati masa-

masa krisis. 

Perencanaan pajak yang agresif juga dapat menjadi pilihan perusahaan yang 

sedang mengalami financial distress. Karena dengan melakukan tindakan tersebut, 

artinya mereka sedang berusaha untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus 

dibayarkan, dimana hal tersebut dapat menghemat arus kas yang keluar sehingga 

membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan (Nugroho dan 

Firmansyah, 2017). Mesikipun agresivitas pajak merupakan tindakan yang dapat 

menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti reputasi yang buruk dimata 
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masyarakat, sanksi administrasi dari pihak berwenang, dan sanksi berupa denda 

yang dapat diberikan oleh petugas pajak. Risiko tersebut akan dikesampingkan oleh 

manajemen perusahaan apabila beban pajak merupakan salah satu komponen beban 

utama perusahaan yang dapat memperkeruh situasi mereka. Karena apabila hal 

tersebut tidak dilakukan bisa saja financial distress akan membawa perusahaan 

berada dalam situasi yang semakin sulit seperti proses kepailitan, sehingga aktivitas 

operasional perusahaan terpaksa dihentikan.  

2.6. Penelitian Terdahulu 

Peneliti akan menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik 

yang akan diteliti sebagai acuan dan pedoman dalam penelitian ini. Informasi dan 

hasil dari penelitian terdahulu tersebut disajikan di dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO. PENELITI JUDUL PENELITIAN HASIL PENELITIAN 

1. Risma Talia Saputri 

dan Rr. Sri 

Handayani (2023) 

Analysis of The Effect of Company 

Characteristics and Corporate 

Governance on Tax Aggressiveness: 

Before and During ThThe Covid-19 

Pandemic (Empirical Study of 

Manufacturing Companies Listed on 

ThThe Indonesia Stock Exchange  Period 

2019-2020) 

1. Terdapat pengaruh positif 

profitabilitas terhadap agresivitas 

pajak sebelum dan pada masa 

pandemi Covid-19 

2. Intensitas modal belum terbukti 

berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak sebelum dan 

selama pandemi Covid-19 

3. Intensitas persediaan tidak 

terbukti berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak sebelum dan 

pada masa pandemi Covid-19 

4. Terdapat pengaruh positif 

ukuran perusahaan terhadap 

agresivitas pajak sebelum 

pandemi Covid-19 

5. Independensi dewan komisaris 

tidak terbukti berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak 

sebelum dan selama pandemi 

covid-19 

6. Terdapat pengaruh negatif 

ukuran komite audit terhadap 

agresivitas pajak sebelum dan 

pada masa pandemi Covid-19 

7. Tidak terdapat perbedaan 

pengaruh keenam variabel 

independen penelitian terhadap 

agresivitas pajak sebelum dan 

pada masa pandemi Covid-19 

 

2. Yulius Kurnia 

Susanto, 

Muhammad Taqi, 

Tax Aggressiveness: A Review Of The 

Interaction Of Independent 

Commissioners And Firm Size In The 

1. Komisaris independen 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap agresivitas pajak 
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Nurhayati 

Solehah, dan 

Munawar 

Muchlish (2024) 

Context Of Indonesia Sustainable 

Development Goals 

2. Komisaris independen 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan efek positif 

terhadap agresivitas pajak di 

perusahaan besar 

 

3.  Reni Dwi Widyastuti, 

Aris Setiawan, Aisyah, , 

Febriati4 Renny 

Wulandari, dan citrawati 

jatiningrum (2020) 

The Impact Of Good Corporate 

Governance, Company’ Website And 

Corporate Social Responsibility On Tax 

Aggressiveness : Evidence Indonesia 

Companies 

1.  GCG berpengaruh negatif 

signifikan terhadap agresivitas 

pajak 
2.  Website perusahaan tidak 

mempengaruhi agresivitas pajak 

3.  Pengungkapan CSR  berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

4. Riza Aulia Fitri dan 

Agus Munandar (2018) 

The Effect of Corporate Social 

Responsibility, Profitability, and 

Leverage toward Tax Aggressiveness 

with Size of Company as Moderating 

Variable 

1. CSR dan leverage mempunyai 

pengaruh signifikan dan negatif 

terhadap agresivitas pajak 

perusahaan 
2. Leverage mempunyai pengaruh 

signifikan dan negatif terhadap 

agresivitas pajak perusahaan 
3. Profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas 
pajak 

4. Ukuran perusahaan tidak dapat 
memoderasi pengaruh CSR, 

profitabilitas, dan leverage terhadap 

agresivitas pajak 

5. Fauzan, Dyah Ayu 

Wardan dan 

Nashirotun Nissa 

Nurharjanti (2019) 

The Effect of Audit Committee, Leverage, 

Return on Assets, Company Size, and 

Sales Growth on Tax Avoidance 

1.  Komite audit berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

2.  Leverage berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 
3.  ROA berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

4.  Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

 

6.  Nova Agnia Astika 

dan Ardan Gani 

Asalam (2023) 

Pengaruh Corporate Governance dan 

Financial Distress Terhadap Agresivitas 

Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016-2020) 

1.  Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

2.  Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak  

3.  Kualitas audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas 

pajak 
4.  Financial distress berpengaruh 

negatif terhadap agresivitas pajak 
7. Ratih Pujirahayu 

Nugroho, Sutrisno T, 

dan Endang Mardiati 

The Effect Of Financial Distress And 

Earnings Management On Tax 

Aggressiveness With Corporate 

Governance As The Moderating Variable 

1.  Financial distress 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 
2.  Real Earnings Manage-

ment berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 
3.  Komisaris independen 

memperlemah financial distress 
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dan berdampak negatif terhadap 

agresivitas pajak 
4.  Komite audit memperlemah 

financial distress dan berdampak 

negatif terhadap agresivitas pajak 
5.  Proporsi komisaris independen 

dan total komite audit 

memperlemah real earnings 

management dan berdampak 

negatif terhadap agresivitas pajak, 

 

 

2.7. Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Lain 

Perbedaan utama penelitian ini dibandingan dengan penelitian sebeumnya 

terletak pada fokusnya terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan 

manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2019-2023. Pemilihan sektor manufaktur 

didasarkan pada struktur modal yang kompleks serta skala usaha yang besar, yang 

berpotensi meningkatkan risiko praktik agresivitas pajak. Selain itu, sektor 

manufaktur sering kali terlibat dalam kasus perpajakan, salah satunya adalah kasus 

yang dialami oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk terindikasi melakukan tindakan 

agresivitas pajak dan diperkirakan menimbulkan kerugian bagi negara sebesar 

Rp1,9 triliun.  

Peneliti memilih periode 2019-2023 karena pada periode tersebut terjadi 

pandemi Covid-19, yang melumpuhkan perekonomian global, termasuk Indonesia. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana kebijakan perpajakan 

perusahaan di tengah situasi ekonomi yang sulit tersebut. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan variabel corporate governance yang diproksikan melalui 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan 

komite audit dan pengungkapan CSR sebagai variabel independen dengan financial 

distress sebagai variabel moderasi. Agresivitas pajak diproksikan dengan Book Tax 

Difference (BTD) sebagai variabel dependen. 

2.8. Kerangka Konseptual   

Kerangka konseptual merupakan sebuah skema yang menggambarkan 

hubungan antara variabel bebas, variabel moderasi, dan variabel terikat. Berikut ini 

adalah kerangka konseptual yang diterdapat dalam penelitian ini: 
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Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 

2.9. Pengembangan Hipotesis 

2.9.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak 

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh suatu 

lembaga terhadap suatu entitas (Margie dan Habibah, 2021). Tingkat kepemilikan 

institusional diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi 

dengan total saham yang diterbitkan perusahaan (Astika dan Asalam, 2023). 

Tingkat dominasi kepemilikan institusi memiliki peranan penting dalam 

menentukan itensitas pengawasan yang dijalankan manajer dalam mengambil arah 

kebijakan serta langkah-langkah strategi. Menurut Tahar dan Rachmawati (2020), 

kepemilikan institusional mayoritas akan memberikan pengawasan yang ketat 

terhadap kebijakan operasional yang diambil manajer, serta memiliki pengaruh 

yang besar dalam keputusan strategis perusahaan. 
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Merujuk teori agensi, interaksi antara pemegang saham dan manajer 

berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang diketahui sebagai masalah 

agensi. Manajer terkadang bertindak demi kepentingan pribadi tanpa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, penerapan 

prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang solid menjadi krusial guna menghindari 

perilaku oportunistik dari pihak manajer. Kepemilikan saham oleh institusi dapat 

meningkatkan pengawasan serta memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap 

perilaku manajemen, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan 

lebih optimal (Vanesali dan Kristanto, 2020). Dengan demikian, kepemilikan 

institusional dapat memperbaiki tata kelola perusahaan karena institusi eksternal 

memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mengawasi manajer,mencegah 

mereka melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham.  

Perilaku agresif dalam pengelolaan pajak dapat membawa dampak negatif 

bagi entitas usaha, karena hal ini berisiko mencoreng citra perusahaan di hadapan 

publik dan pihak-pihak berkepentingan, yang pada akhirnya akan menimbulkan 

kerugian finansial bagi perusahaan (Kurniawati dkk., 2020). Menurut Magfira dan 

Murtanto (2021), persentase kepemilikan institusional dapat mempengaruhi 

tindakan agresivitas pajak perusahaan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan oleh 

institusi, maka intensitas pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional 

pun meningkat, sehingga hal tersebut berpotensi menekan kecenderungan 

manajerial dalam melakukan tindakan agresif terkait perpajakan. Sebaliknya, 

apabila proporsi kepemilikan oleh institusi tergolong rendah, maka mekanisme 

pengawasan cenderung melemah, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan lebih 

mudah terjerumus ke dalam pengelolaan pajak yang agresif. 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas 

pajak. 
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2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak 

Menurut Astika dan Asalam (2023), kepemilikan manjerial adalah 

kepemilikan saham oleh manajer perusahaan, yang terdiri dari direksi dan 

komisaris. Manajer di sini tidak hanya berperan sebagai pegawai, tetapi juga 

sebagai pemilik perusahaan. Saham tersebut biasanya diperoleh manajer melalui 

skema insentif dan bonus dari pemegang saham. Bonus berupa saham (share bonus) 

diberikan apabila manajer menunjukkan kinerja positif dan mampu meningkatkan 

nilai perusahaan, serta mendatangkan keuntungan bagi pemilik, baik melalui 

dividen maupun kenaikan harga saham (Niandari dkk, 2020). Selain sebagai bentuk 

apresiasi atas kinerja manajer, pemberian bonus saham juga bertujuan untuk 

meminimalisir konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Nurwati 

dkk., 2023). Dengan menjadikan manajer sebagai pemegang saham, diharapkan ia 

dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan karena perannya yang sekaligus 

sebagai pemilik. 

Keterlibatan manajer dalam kepemilikan saham memiliki keterkaitan yang 

signfiikan dengan konsep dasar teori keagenan. Teori tersebut menyatakan bahwa 

hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen 

berpotensi menimbulkan konflik di antara keduanya, yang bersumber dari 

ketidaksamaan kepentingan. Pemegang saham, sebagai pemilik, menginginkan 

pengembalian yang tinggi dan cepat atas investasi yang dilakukan di perusahaan, 

sedangkan manajer sebagai agen lebih termotivasi untuk mendapatkan imbalan 

yang tinggi dari kinerjanya, seperti insentif, kenaikan gaji, bonus, jabatan, 

kompensasi, dan bentuk imbalan lainnya (Tanjaya dan Nazir, 2021). Konflik ini 

dapat diminimalisir dengan melibatkan manajer (direksi dan komisaris) sebagai 

pemegang saham perusahaan. Melalui pendekatan ini, keselarasan antara tujuan 

dan kepentingan manajer serta pemegang saham dapat tercapai, sehingga potensi 

benturan di antara keduanya dapat diminimalkan (Niandari dkk., 2020). 

Menurut Saputri dan Handayani (2023), perilaku agresif dalam pengelolaan 

pajak merupakan strategi yang diambil oleh manajer sebagai respons terhadap 

ketidaksepadanan kepentingan dan perbedaan orientasi antara pihak manajemen 

dan pemegang saham. Tindakan  ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk 
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menekan beban operasional, sehingga laba perusahaan meningkat dan bonus yang 

diterima oleh manajer bertambah. Hasil penelitian Nurwati dkk. (2023) 

mengindikasikan bahwa kepemilikan oleh manajer memberikan kontribusi yang 

signfikan dengan dampak negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal ini berarti 

kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk tidak terlibat dalam 

praktik agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan. Karena manajer juga 

bertanggung jawab sebagai pemegang saham, sehingga mereka akan berusaha 

menghindari kebijakan yang dapat merugikan perusahaan dan mereka sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

2.9.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak 

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk mengawasi 

serta memberikan saran kepada direksi terkait kebijakan dan proses bisnis, sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (Susanto dkk., 2024). Dalam struktur dewan 

komisaris, terdapat pihak yang disebut sebagai komisaris independen. Menurut 

Nurwati dkk. (2023), komisaris independen adalah individu dari luar entitas 

perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemegang saham, jajaran 

direksi, maupun unsur internal lainnnya. Sebagai pihak eksternal, keberadaan 

komisaris independen diharapkan dapat melaksanakan tugas pengawasan secara 

lebih efektif. Selain itu, karena terbebas dari benturan kepentingan, hasil kerja 

komisaris independen diharapkan lebih obyektif serta mampu menjadi 

penyeimbang antara pemegang saham dan manajemen perusahaan (Saputri & 

Handayani, 2023). 

Dilihat dari sudut pandang teori keagenan, perbedaan kepentingan dan 

tujuan antara pemegang saham dan manajer rentan menimbulkan konflik di antara 

keduanya, yang dikenal sebagai masalah keagenan (agency problem) (Jensen dan 

Meckling, 1976). Manajer cenderung membuat kebijakan untuk kepentingannya 

sendiri, yang berpotensi merugikan perusahaan dan pemegang saham. Disinilah 

pengawasan dan peran komisaris independen menjadi sangat penting. Kehadiran 
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pengawas independen diharapkan mampu mengantisipasi potensi perilaku 

oportunistik manajemen yang dapat merugikan kepentingan para pemegang saham 

(Tahar dan Rachmawati, 2020). Menurut Yuliani dan Prastiwi (2021), proporsi 

komisaris independen dalam struktur perusahaan turut menentukan itensitas 

pengawasan terhadap performa manajerial. Semakin banyak jumlah komisaris 

independen, semakin optimal pengawasan yang diberikan, sehingga dapat 

mencegah manajer mengambil kebijakan berisiko seperti agresif dalam pengelolaan 

pajak. 

Perilaku agresif dalam pengelolaan pajak dipandang tidak beretika secara 

yuridis maupun sosial, serta berpotensi menimbulkan dampak kerugian yang besar 

bagi keuangan negara. Selain itu, tindakan ini dapat memberikan dampak buruk 

bagi kinerja perusahaan yang melakukannya, terutama melalui rusaknya reputasi di 

mata publik (Kurniawati dkk., 2020). Biasanya, manajer mengambil kebijakan 

perpajakan yang agresif semata-mata demi kepentingan pribadi, tanpa 

memedulikan bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan pemegang saham. 

Berdasarkan penelitian Migang dan Dina (2020), ditemukan bukti adanya pengaruh 

negatif antara jumlah komisaris independen dan tingkat agresivitas pajak. Semakin 

besar proporsi komisaris independen dalam suatu entitas, maka semakin intens 

pengawasan yang dijalankan terhadap pihak manajemen, sehingga ruang gerak 

manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif menjadi 

semakin terbatas. Sebaliknya, keterwakilan komisaris independen yang minim 

dalam suatu perusahaan cenderung membuka peluang lebih luas bagi manajemen 

untuk menjalankan strategi agresivitas pajak akibat lemahnya funsgi pengawasan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

2.9.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak 

Pembentukan komite audit bertujuan untuk menjamin bahwa penyusunan 

laporan keuangan oleh pihak manajemen telah sejalan dengan prinsip akuntansi 
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yang berlaku secara umum serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi para pengguna 

dalam proses pengambilan keputusan (Ginting dan Suryani, 2018). Disamping itu, 

komite audit memiliki peran dalam menjamin efektivitas sistem pengendalian 

internal secara maksimal, sehingga potensi terjadinya kesalahan material dalam 

laporan keuangan dapat diminimalkan (Tahar dan Rachmawati, 2020). Eksistensi 

komite audit menjadi komponen integral dalam struktur tata kelola korporasi yang 

berfungsi sebagai mediator antara manajemen selaku agen dan pemegang saham 

sebagai prinsipal (Saputri & Handayani, 2023). 

Dalam sebuah entitas bisnis, relasi yang terjalin antara pemegang saham dan 

manajemen bersifat kompleks. Menurut teori keagenan, manajer berperan sebagai 

agen yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan 

dalam aktivitas operasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan 

pemegang saham. Namun, tidak jarang manajer melakukan tindakan yang 

menyimpang dari peraturan, baik karena kelalaian maupun kecurangan yang 

disengaja, demi kepentingan pribadinya. Hal itu dapat terjadi karena adanya 

ketimpangan informasi antara manajer dan pemegang saham, di mana manajer 

memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi internal perusahaan 

dibandingkan pemegang saham. Oleh karena itu, keberadaan komite audit sangat 

dibutuhkan untuk membantu komisaris mengawasi manajer agar tetap patuh 

terhadap peraturan dan tidak melakukan penyimpangan, seperti agresivitas pajak 

yang dapat merugikan pemegang saham  (Migang & Dina, 2020). 

Agresivitas pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan manajer 

terhadap peraturan, khususnya terkait perpajakan. Praktik ini juga berpotensi 

dikenai sanksi oleh otoritas pajak, seperti denda dan sanksi administrasi, yang 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun pemegang saham (Nurwati dkk., 

2023). Meskipun demikian, permasalahan ini dapat diminimalisir dengan 

keberadaan dari komite audit, yang bertugas memastikan bahwa manajer telah 

mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan (Yuliani 

& Prastiwi, 2021).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Handayani (2023), 

ditemukan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan 
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terhadap praktik agresivitas pajak perusahaan. Artinya, semakin banyak anggota 

komite audit dalam suatu perusahaan, semakin ketat pula pengawasan terhadap 

kinerja manajer, sehingga peluang untuk melakukan agresivitas pajak menjadi 

berkurang. Sebaliknya, jumlah komite audit yang sedikit akan meningkatkan 

kemungkinan manajer untuk melakukan agresivitas pajak karena lemahnya 

pengawasan. 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

2.9.5. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan serangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan oleh entitas bisnis sebagai manifestasi komitmen terhadap 

kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitarnya (Fitri dan 

Munandar, 2018). Saat ini, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis tidak 

lagi hanya berfokus pada laba sebagai tujuan utama, tetapi juga memperhatikan 

dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Kurniawati dkk., 2020). Menurut 

Melina dkk. (2022), perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR akan menerima 

respon positif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang 

berdampak baik terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Pemangku 

kepentingan seperti masyarakat, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai 

perusahaan yang memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi dibandingkan 

perusahaan yang tidak, sehingga mereka cenderung menunjukkan loyalitas dan 

kepercayaan yang menguntungkan perusahaan. 

Aktivitas CSR akan secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan dalam 

laporan tahunan (annual report) maupun secara terpisah dan dimasukan ke dalam 

laporan keberlanjutan tersendiri (Adharani dan Junaidi, 2022). Ernawati dkk. 

(2022) mengartikan pengungkapan CSR sebagai alat untuk menyampaikan 

informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai setiap aktivitas perusahaan 

yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Dari sudut pandang teori legitimasi, 

pengungkapan CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk memperoleh 
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legitimasi dari pemangku kepentingan, seperti masyarakat, guna menjamin 

keberlangsungan jangka panjang perusahaan itu sendiri  (Kurniawati dkk., 2020). 

Oleh karena itu, perusahaan yang telah memperoleh legitimasi dan citra yang baik 

di mata publik cenderung akan menghindari tindakan atau aktivitas yang dapat 

merusak reputasi perusahaan, karena kerusakan tersebut dapat langsung 

mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan. 

Menurut Tahar dan Rachmawati (2020), aktivitas CSR bukan hanya bentuk 

tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, tetapi juga kepada 

masyarakat sekitar serta pemerintah melalui kepatuhan dalam membayar pajak. 

Oleh karena itu, agresivitas pajak dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan 

perusahaan terhadap pemerintah, dan tindakan ini jelas tidak disukai oleh 

masyarakat. Studi yang dilaksanakan oleh Kantohe dkk. (2023) mengindikasikan 

bahwa keterbukaan informasi CSR oleh perusahaan berpotensi menekan tingkat 

agresivitas pajak dalam praktik perpajakan. Dengan kata lain, semakin tinggi 

pengungkapan CSR, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan 

praktik agresivitas pajak, dan sebaliknya. Entitas yang mengimplementasikan 

pengungkapan CSR secara optimal umumnya dipersepsikan sebagai korporasi yang 

menjunjung tinggo tanggung jawab sosial serta kepatuhan terhadap regulasi, 

sehingga cenderung menghindari perilaku menyimpang seperti agresivitas pajak 

yang berpotensi mencemari citra perusahaan dan menimbulkan kerugian. 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

2.9.6. Peran Moderasi Financial Distress Terhadap Hubungan Corporate 

Governance dan Agresivitas Pajak 

Financial distress merupakan situasi dimana perusahaan mengalami 

kesulitan arus kas yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo (Astika dan Asalam, 2023). 

Keadaan tersebut dapat menyebabkan kegagalan perusahaan untuk membiayai 

operasional bisnis mereka dan akan menimbulkan ketidakstabilan didalam internal 
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perusahaan. Sehingga untuk menanggulangi masalah tersebut, manajer akan 

berusaha mencari cara untuk mendapatkan pendanaan dari pihak eskternal melalui 

penerbitan instrumen utang seperti obligasi, dimana hasil pendanaan dari obligasi 

tersebut akan digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendek dan kebutuhan 

lainnya yang diperlukan dalam menunjang aktivitas ekonomi perusahaan. Selain itu 

manajer juga akan berusaha untuk menerapkan strategi guna menekan pengeluaran 

yang bermanfaat ketika perusahaan mengalami financial distress, salah satunya 

adalah dengan cara menerapkan strategi perpajakan yang agresif.  

Menurut Nugroho dkk. (2020) dan Bela dan Suryani (2024), perusahaan 

yang sedang mengalami financial disress akan lebih bersikap agresif terhadap pajak 

dibandingkan perusahaan yang tidak sedang mengalaminya. Hal tersebut 

dikarenakan agresivitas pajak itu sendiri merupakan bagian dari strategi manajer 

untuk menekan arus kas yang keluar dari perusahaan, sehingga dapat membantu 

mereka untuk terhindar dari kesulitan yang semakin buruk. Meskipun melakukan 

perencanaan pajak merupakan salah satu tindakan yang berisiko menimbulkan 

sejumlah kerugian bagi perusahaan seperti reputasi yang negatif dari masyarakat, 

sanksi administrasi dan sanski berupa denda yang dapat diberikan oleh pihak yang 

berwenang terhadap pihak yang melakukan agresivitas pajak, tetapi perusahaan 

akan tetap melakukannya demi menjaga aktivitas operasional tetap berjalan 

(Nugroho dkk., 2020). Dengan demikian, dapat ditarik inferensi bahwa kondisi 

tekanan finansial mendorong entitas usaha untuk bersikap lebih agresif dalam hal 

perpajakan.  

Mengacu pada teori keagenan, mekanisme tata kelola korporasi berperan 

dalam mengelola interaksi antara pemegang saham dan manajer, serta mereduksi 

potensi konflik yang mungkin timbul di antara keduannya. Tata kelola yang baik 

dapat menjadikan operasional perusahaan lebih efektif dan efisien sesuai dengan 

standar operasional yang telah ditetapkan, serta mencegah manajer untuk 

mengambil sikap oportunistik yang dapat merugikan perusahaan atau bahkan 

mengancam keberlangsungan perusahaan (Saputri dan Handayani, 2023). Menurut 

penelitian Widyastuti dkk. (2020) tata kelola perusahaan yang baik dapat 

mengurangi agresivitas pajak disuatu perusahaan. Seperti yang diketahui bahwa 

tindakan tersebut biasanya dilakukan manajer untuk memaksimalkan kepentingan 
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pribadi lewat bonus yang didapat, tanpa memperdulikan kerugian yang akan timbul 

bagi perusahaan dan pemegang saham apabila tindakan tersebut diketahui otoritas 

pajak. 

Penelitian oleh Syifa dkk.( 2022), Syofyan dkk. (2019), dan Mahmud dkk. 

(2021), menemukan bukti yang mendukung pendapat bahwa corporate governance 

yang baik dapat mengurangi potensi perusahaan mengalami kondisi financial 

distess. Karena corporate governance dapat menciptakan sistem yang dapat 

mengurangi konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan serta dapat mencegah 

manajer untuk mengambil kebijakan oportunistik yang dapat membawa kerugian 

bagi perusahaan. Selain itu implementasi corporate governance yang tepat dapat 

membuat aktivitas operasional perusahaan menjadi lebih optimal, yang akan 

berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Sehingga hal tersebut 

memungkinkan mereka untuk bisa mendeteksi dan menghindari kemungkinan 

terjadinya financial distress yang akan menimpa perusahaan (Yuliani dan 

Rahmatiasari, 2021).  

Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen, dan komite audit sebagai proksi dari corporate 

governance. Pengawasan dari kepemilikan institusional diharapkan dapat 

mengontrol perilaku manajer agar menghindari perilaku agresivitas pajak yang 

dapat merugikan perusahaan (Vanesali dan Kristanto, 2020). Selain itu menurut 

Niandari dkk. (2020) dengan menjadikan manajer sebagai pemegang saham, dapat 

membuat kepentingan dan tujuan mereka sama dengan pemegang saham lainnya, 

dengan demikian, kondisi tersebut dapat menjadi pendorong bagi manajer untuk 

menghindari tindakan agresif dalam praktik perpajakan yang berpotensi merugikan 

kepentingan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen dan komite audit 

juga sangat penting untuk  memastikan manajer telah mematuhi setiap peraturan 

yang terkait dengan bisnis perusahaan dan menghindari perilaku yang melanggar, 

seperti agresivitas pajak (Ginting & Suryani, 2018). 

Financial distress, akan semakin melemahkan pengaruh negatifnya 

corporate governance (menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen, dan komite audit) terhadap agresivitas pajak, hal 
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tersebut terdukung oleh penelitian Syifa dkk. (2022), Mahmud dkk. (2021), Yantine 

dan Rahayuningsih (2023), dan Syofyan dan Herawaty (2019) yang menyatakan 

bahwa Financial distress berhubungan negatif signifikan terhadap corporate 

governance. Serta menurut penelitian Nugroho dkk. (2020), Saputra dan Hanifah 

(2017), dan Nugroho dkk. (2022), berpendapat bahwa perusahaan yang sedang 

mengalami financial distress akan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak 

dibandingkan perusahaan yang tidak sedang mengalami situasi tersebut. Oleh 

karena itu penelitian ini merumuskan hipotesis berikut: 

H6: Financial distress memperlemah pengaruh negatif kepemilikan 

institusional terhadap agresivitas pajak. 

H7: Financial distress memperlemah pengaruh negatif kepemilikan 

manajerial terhadap agresivitas pajak. 

H8: Financial distress memperlemah pengaruh negatif komisaris independen 

terhadap agresivitas pajak. 

H9: Financial distress memperlemah pengaruh negatif komite audit terhadap 

agresivitas pajak. 

2.9.7. Peran Moderasi Financial distress Terhadap Hubungan Pengungkapan 

CSR dan Agresivitas Pajak 

Berdasarkan teori legitimasi, aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan 

merupakan suatu upaya mereka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, 

demi menjaga keberlangsung bisnis perusahaan dan tetap dapat bersaing dengan 

para kompetitor di pasar (Kurniawati dkk., 2020). Karena apabila perusahaan telah 

mendapat dukungan dari pemangku kepentingan hal tersebut akan mendatangkan 

sejumlah dampak positif bagi mereka, seperti loyalitas pelanggan yang akan 

meningkatkan penjualan, pemberian pinjaman yang mudah oleh kreditor, 

kemudahan dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas dari pemasok, dan 

menarik tenaga kerja yang berkualitas untuk bergabung dengan perusahaan (Nwude 

dan Nwude, 2021). Perusahaan yang aktif terlibat dalam kegiatan CSR dan 

memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, cenderung akan menghindari 
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tindakan yang dapat merusak reputasi tersebut, yang salah satunya adalah 

agresivitas pajak (Chouaibi dkk., 2022).  

Sementara itu menurut Nugroho dan Firmansyah (2017) dan Yantine dan 

Rahayuningsih (2023), financial distress merupakan situasi yang dapat menjadi 

salah satu faktor pendorong apakah suatu perusahaan akan berpotensi terlibat dalam 

agresivitas pajak atau tidak. Putri dan Chariri (2017), berpendapat bahwa 

perusahaan yang sedang mengalami financial distress akan lebih rentan untuk 

melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang tidak mengalaminya, 

fenomena ini muncul karena entitas yang berada dalam kondisi financial distress 

umumnya berupaya secara konsisten untuk mengefisienkan pengeluaran, sehingga 

terjadi penghematan terhadap arus kas yang dapat digunakan untuk aktivitas lain 

yang dirasa lebih penting dan bermanfaat. Selain mendapatkan pendanaan dari 

pihak eksternal melalui penerbitan obligasi yang digunakan untuk membiayai 

aktivitas operasional, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak juga bertujuan 

untuk melindungi laba, hal tersebut diharapkan dapat mempertahankan ketertarikan 

investor dan kreditur sebagai sumber pendanaan perusahaan yang dapat membantu 

mereka dimasa-masa sulit seperti financial distress (Ruth & Natsir, 2023). 

Menurut Boubaker dkk. (2020) dan Purwaningsih dan Aziza (2019), 

terdapat hubungan antara financial distress dan pengungkapan CSR, entitas bisnis 

yang tingkat CSR nya tergolong rendah cenderung menghadapi risiko tekanan 

finansial (FDR) yang lebih besar. Keadaan ini dimungkinkan karena tingginya 

implementasi CSR umumnya mempermudah korporasi dalam memperoleh kredit 

dan akses terhadap pembiayaan yang lebih luas dari kreditur, dimana kondisi 

tersebut sangat menunjang perusahaan yang tengah menghadapi situasi tekanan 

keuangan (Aziz dkk, 2023). Karena kreditur menganggap bahwa perusahaan 

tersebut memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan lainnya, selain itu tentunya kreditur juga telah menilai 

bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR akan mendapatkan loyalitas dari 

konsumen dan kemudahan dalam mendapatkan kepercayaan dari pemasok yang 

berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menunjang keberlanjutan operasional 

perusahaan dan pada akhirnya mereka dapat memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban (Kurniawati dkk, 2020). 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak tekanan keuangan terhadap 

keterkaitan antara pengungkapan CSR dan perilaku agresif dalam perpajakan. 

Disatu sisi pengungkapan CSR dianggap dapat mengurangi praktik agresivitas 

pajak, karena perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR dianggap memiliki 

kepedulian lebih dan mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan 

masyarakat banyak, karena fungsi pajak sendiri yaitu untuk kesejahteraan 

masyarakat, dan apabila mereka melakukan agresivitas pajak maka hal itu tidak 

sejalan dengan aktivitas CSR yang telah mereka lakukan. Sementara itu perusahaan 

yang sedang mengalami financial distress akan lebih terdorong untuk melakukan 

agresivitas pajak sebagai salah satu strategi mereka untuk melakukan penghematan 

arus kas, hal tersebut didukung oleh Nugroho dkk. (2020), Yantine dan 

Rahayuningsih (2023), dan Bela dan Suryani (2024) yang menemukan bukti bahwa 

financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.  

Oleh karena itu penelitian ini merumuskan hipotesis berikut: 

H10: Financial distress memperlemah pengaruh negatif pengungkapan CSR 

terhadap agresivitas pajak.



 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan suatu populasi, 

situasi, atau fenomena yang sedang diteliti (Khasanah dkk., 2022). Studi ini 

diarahkan untuk menganalisis pengaruh corporate governance (kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit) dan 

pengungkapan CSR (GRI G4) terhadap agresivitas pajak, dengan financial distress 

sebagai variabel moderasi, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2019-2023. 

3.2. Tempat dan Objek Penelitian  

Studi ini memanfaatkan data yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek 

Indonesia, situs ini menyediakan informasi keuangan, laporan tahunan, serta 

laporan keberlanjutan, data tersebut akan dijadikan sebagai sumber primer dalam 

penelitian ini. Subjek penelitian ini meliputi perusahaan manufaktur yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Pemilihan sektor manufaktur 

didasarkan pada karakteristik modal yang kompleks serta skala operasi yang luas, 

yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya praktik agresivitas 

pajak, yang sesuai dengan topik penelitian ini. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi   

Populasi adalah sekelompok subjek yang akan menjadi sasaran dalam suatu 

penelitian, di mana hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan
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(Salkind, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. 

3.3.2. Sampel 

Sampel merupakan segmen dari keseluruhan populasi yang wajib dipilih 

dengan cermat agar dapat mewakili populasi (Salkind, 2012). Proses seleksi sampel 

dalam studi ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan metode purposive 

sampling, yaitu metode yang menetapkan sampel berdasarkan kriteria yang 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berikut adalah kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

1.  Perusahaan di sektor manufaktur yang aktif dan terdaftar di BEI periode 

2019-2023 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara konsisten pada 

periode 2019-2023 

3.  Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian 2019-

2023 

3.4. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data 

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui penggunaan teknik 

analisis isi (content analysis). Menurut  Ahmad (2018), analisis isi adalah teknik 

yang digunakan untuk memahami karakteristik isi dan menarik kesimpulan atas 

informasi yang diperoleh. Analisis ini sangat menekankan pada objektivitas dan 

validitas, sehingga peneliti harus menghindari kesimpulan yang bersifat subjektif. 

Teknik analisis isi sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena dapat 

membantu peneliti untuk menilai karakteristik corporate governance secara 

objektif dan menarik kesimpulan yang tepat mengenai isi pesan perusahaan yang 

disampaikan melalui pengungkapan CSR. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023. 
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3.5. Definisi Operasional Variabel 

Variabel menjadi pusat perhatian utama dalam studi ini untuk 

mengidentifikasi pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel 

independen dan dependen adalah dua jenis variabel yang paling sering digunakan 

dalam sebuah penelitian (Salkind, 2012, hal. 27). Pada penelitian ini terdapat lima 

variabel independen yang terdiri atas: kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan CSR serta satu 

variabel dependen yaitu agresivitas pajak. 

3.5.1. Variabel Dependen 

3.5.1.1. Agresivitas Pajak (Y)  

Dalam studi ini, tingkat agresivitas pajak akan diproksikan dengan Book Tax 

Differences (BTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang dibagi 

dengan total aset. Semakin besar nilai BTD, semakin tinggi tingkat agresivitas 

pajak yang dilakukan perusahaan. Book Tax Differences ini sering digunakan 

sebagai proksi untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan perencanaan 

pajak yang agresif. 

Rohaya dkk. (2010), menjelaskan bahwa nilai BTD dapat dihitung menggunakan 

rumus berikut: 

BTD =
(Laba Akuntansi - Laba Pajak)

Total Aset 
 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai laba pajak (Rohaya 

dkk., 2010): 

Laba Pajak = 
Beban Pajak Kini

Tarif Pajak
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3.5.2. Variabel Independen 

3.5.2.1. Kepemilikan Institusional (X1) 

Investor institusional, dengan sumber daya dan pengetahuan yang luas, 

sering kali dapat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan perusahaan. 

Kontrol yang dijalankan oleh pemegang saham institusional diharapkan mampu 

mendorong manajer untuk mematuhi peraturan dan menghindari tindakan yang 

dapat merugikan perusahaan, seperti agresivitas pajak.  

Menurut Magfira dan Murtanto (2021), kepemilikan institusional dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

KI = 
Jumlah Saham Institusi

Jumlah Total Saham Beredar
x 100% 

3.5.2.2. Kepemilikan Manajerial (X2) 

Dengan memiliki saham perusahaan, para manajer diharapkan lebih 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menghindari tindakan 

yang merugikan, seperti agresivitas pajak. Kepemilikan saham ini dapat 

menciptakan keselarasan antara tujuan pribadi manajer dan tujuan perusahaan.  

Menurut Ari dan Damayanti (2021), kepemilikan manajerial dapat dihitung 

menggunakan rumus:  

KPMJ =
Total Saham yang dimiliki oleh Manajerial 

Total Saham Beredar
x100% 

3.5.2.3. Komisaris Independen (X3) 

Sebagai pengawas yang independen, komisaris independen berperan 

penting dalam memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan secara 

efektif dan transparan, serta melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. 

Mereka memberikan nasihat objektif, mengaudit kinerja perusahaan, dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik 
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kepentingan dan pelanggaran hukum oleh manajemen, seperti praktik agresivitas 

pajak (Tahar & Rachmawati, 2020). 

Menurut Magfira dan Murtanto (2021), proporsi komisaris independen 

dalam suatu perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

KIN =
Jumlah Komisaris Independen

Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris
x100% 

3.5.2.4. Komite Audit (X4) 

Dengan adanya komite audit, pengawasan terhadap perilaku manajer 

menjadi lebih ketat, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran peraturan, 

termasuk praktik agresivitas pajak. Jumlah anggota komite audit yang lebih besar 

berpotensi meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan, dan 

semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik yang merugikan perusahaan. 

Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu pilar penting dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance secara optimal 

(Saputri & Handayani, 2023). 

Berdasarkan penelitian Magfira dan Murtanto (2021), komite audit dalam 

suatu perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus: 

KA = Jumlah Total Komite Audit yang Dimiliki Perusahaan 

3.5.2.5. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (X5) 

CSR mencerminkan komitmen suatu organisasi terhadap tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Dengan aktif terlibat dalam kegiatan CSR, perusahaan dapat 

memperoleh reputasi positif di mata publik dan memperkuat hubungan dengan 

berbagai pemangku kepentingan. Salah satu manfaat dari pengungkapan CSR 

adalah mendorong perusahaan untuk menghindari tindakan yang dapat merusak 

reputasi, seperti praktik perpajakan yang agresif. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) G4 dalam rangka mengukur 

pengungkapan CSR perusahaan. GRI G4 merupakan standar internasional yang 

komprehensif untuk pelaporan keberlanjutan, mencakup aspek ekonomi, 

lingkungan, dan sosial (Alkautsar dkk., 2021).  
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Menurut Fitriaini dan Aini (2022), berikut adalah cara untuk mengukur 

pengungkapan CSR menggunakan GRI G4: 

CSRD = 
∑Xyi

ni
 

Keterangan: 

CSRD : CSR Disclosure. 

∑Xyi : Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan. 

ni  : Jumlah item untuk perusahaan i, ni ≤ 154. 

3.5.3. Variabel Moderasi 

3.5.3.1. Financial Distress 

Biasanya, perusahaan yang sedang mengalami financial distress akan 

melakukan penghematan biaya dengan tujuan memangkas pengeluaran, seperti 

strategi agresif dalam perpajakan yang diterapkan guna menurunkan kewajiban 

pajak yang mesti ditanggung oleh perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan 

model Altman Z-Score sebagai proksi untuk mengukur kondisi perusahaan, apakah 

sedang mengalami financial distress atau tidak. Semakin tinggi Z-Score yang 

dihasilkan maka disimpulkan semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan.  

Menurut Nugroho dkk. (2020) Altman Z-Score model dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

Z = 1,2
Working Capital

Total Aset
+1,4

Retained Earning

Total Aset
+3,3

Profit Before Tax

Total Aset
 

                                         + 0,6
Cost Of Good Sold

Book Value Of Total Liabilities
+ 0.999

Sales

Total Aset
  

3.5.4. Variabel Kontrol 

3.5.4.1. Profitabilitas (X6) 

Rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan 

memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan pendapatan yang optimal (Tanjaya 



 
 

44 
 

dan Nazir, 2021). Semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan, maka potensi 

beban pajaknya pun akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi cenderung menerapkan strategi perpajakan yang agresif untuk 

meminimalkan beban pajak dan mempertahankan tingkat keuntungan yang 

diinginkan (Tampubolon, 2021; Dewi dan Yasa, 2020; Sunarto dkk., 2021; Mukin 

dan Oktari, 2019). Dalam penelitian ini, profitabilitas akan diukur menggunakan 

rasio Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan 

dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. 

Menurut Magfira dan Murtanto (2021), ROA dapat dihitung menggunakan 

rumus: 

ROA =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
x100% 

3.5.4.2. Leverage (X7) 

Selain dari pemegang saham, sumber pendanaan perusahaan juga dapat 

berasal dari utang. Dana pinjaman ini umumnya digunakan untuk investasi, seperti 

pembelian aset tetap dan perluasan area produksi. Namun, perusahaan juga dapat 

memanfaatkan utang sebagai strategi perpajakan. Menurut Akustika dan Wikartika 

(2023), Purnamasari dkk. (2021), dan Tahar dan Rachmawati (2020), tingginya 

biaya bunga dari pinjaman dapat dimanfaatkan untuk menekan laba bersih, 

sehingga jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan pun akan berkurang. Dalam 

penelitian ini, leverage akan diukur dengan menggunakan rasio Debt to Equity 

Ratio (DER), yaitu rasio yang mencerminkan proporsi utang terhadap ekuitas 

dalam struktur permodalan perusahaan. 

Menurut Tanjaya dan Nazir (2021), DER dapat dihitung dengan rumus 

berikut: 

DER =
Total Liabilitas

Total Ekuitas
x100% 
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3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan atau meringkas karakteristik suatu kumpulan data. Misalnya, kita 

dapat mengetahui nilai rata-rata (mean) dari suatu variabel, nilai tertinggi 

(maksimum) dan terendah (minimum) yang dicapai, serta seberapa menyebar data 

tersebut (standar deviasi) (Ghozali, 2016). Selain itu, kita juga dapat melihat 

frekuensi kemunculan setiap kategori dalam data kategorik (modus). Berbeda 

dengan analisis inferensial yang bertujuan untuk membuat generalisasi, analisis 

deskriptif hanya fokus pada data yang ada tanpa mencoba menarik kesimpulan 

untuk populasi yang lebih luas. Analisis ini sangat berguna dalam tahap awal 

penelitian untuk memahami data yang telah dikumpulkan sebelum melakukan 

analisis yang lebih mendalam. 

3.6.2. Metode Regresi Data Panel 

Data time series merupakan pengamatan yang berfokus pada satu objek 

dalam urutan waktu, seperti data harian, mingguan, bulanan, tahunan, semesteran, 

atau kuartalan. Sementara itu, data cross-section merupakan pengamatan pada 

beberapa objek penelitian dalam periode waktu yang sama. Kombinasi antara data 

time series dan data cross-section disebut data panel. Penelitian ini menggunakan 

data panel karena pengamatan dilakukan terhadap beberapa sektor utama 

perusahaan manufaktur, seperti sektor industri dasar dan kimia, sektor barang 

konsumsi, dan sektor aneka industri, serta dilakukan dalam rentang waktu 2019 

hingga 2023.  

Menurut Widarjono (2018), penelitian yang menggunakan data panel 

memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah dapat menyuguhkan jumlah 

data yang lebih melimpah, sehingga memperbesar tingkat kebebasan (degree of 

freedom) secara signifikan. Dalam penelitian ini, data panel akan diolah dan 

dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan alat analisis 

EViews 12. 
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3.6.3. Estimasi Model Regresi Data Panel 

Sebelum melakukan pemilihan estimasi model regresi data panel, perlu 

diketahui bahwa dalam melakukan analisis yang menggunakan model data panel 

terdapat tiga macam metode pendekatan estimasi yang biasa dilakukan, yaitu 

sebagai berikut: 

3.6.3.1. Common Effect Model (CEM) 

Model Common Effect merupakan pendekatan paling elementer dalam 

analisis data panel, yang dilakukan dengan menyatukan informasi dari dimensi 

runtut waktu dan antarindividu (cross-section). Dengan penggabungan kedua data 

tersebut tanpa memperhatikan perbedaan antarperiode dan antarindividu, kita dapat 

mengestimasi model data panel menggunakan metode OLS. 

Berikut adalah persamaan regresi  pada Common Effect Model menurut 

Widarjono (2018): 

Yit = β0 + β1 X1 it + β2 X2 it + εit 

Keterangan: 

Y it  = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

X1 it dan X2 it = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t 

β0  = Konstanta (intercept) 

β1 dan β2 = Koefisien regresi 

3.6.3.2. Fixed Effect Model (FEM) 

Model regresi Fixed Effect memperkirakan bahwa dalam suatu persamaan 

terdapat perbedaan intersep. Widarjono (2018), menjelaskan bahwa teknik Fixed 

Effect digunakan untuk melakukan estimasi terhadap data panel dengan 

memanfaatkan variabel semu sebagai indikator keberadaan intersep dalam model. 

Model estimasi ini sering disebut dengan teknik Least Square Dummy Variables 
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(LSDV) yang berlandaskan asumsi bahwa parameter regresi bersifat konstan lintas 

entitas maupun sepanjang periode waktu. 

Berikut adalah persamaan dari Least Square Dummy Variables (LSDV): 

Yit = β0 + β1 X1 it + β2 X2 it + β3 D1 it + β4 D2 it + βn Dn it + εit 

Keterangan: 

Y it  = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

X1 it dan X2 it = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t 

D1, D2,....Dn = 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk lintas  

      individu yang tidak berpengaruh. 

β0  = Konstanta (intercept) 

β1, β2, β3,.. βn = Koefisien regresi 

3.6.3.3. Random Effect Model (REM) 

Model Random Effect memperkirakan data panel di mana variabel 

gangguan berpotensi saling berkorelasi antarperiode dan antarobjek. Metode ini 

digunakan ketika derajat kebebasan (degree of freedom) berkurang, yang 

menyebabkan efisiensi parameter menurun (Widarjono, 2018). Kondisi tersebut 

biasanya terjadi ketika variabel dummy dimasukkan ke dalam model Fixed Effect 

dengan tujuan mewakili ketidaktahuan peneliti tentang model yang sebenarnya. 

3.6.4. Uji Spesifikasi Model 

3.6.4.1. Uji Chow 

Menurut Widarjono (2018), pengujian ini dilakukan untuk menentukan 

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dibandingkan model 

regresi data panel tanpa variabel dummy atau common effect, dengan melihat sum 

of squared residuals (SSR). 
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Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam uji Chow: 

H0 : Menggunakan model Common Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Dasar pengambilan keputusan tersebut yaitu: 

• Jika nilai probabilitas F < 0,05, maka tolak H0 atau memilih fixed effect dari 

pada common effect. 

• Jika nilai probabilitas F > 0,05, maka terima H0 atau memilih common effect 

dari pada fixed effect. 

3.6.4.2. Uji Hausman   

Ketika hasil uji Chow sebelumnya memilih model fixed effect, langkah 

berikutnya adalah melakukan uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk 

menentukan model terbaik yang akan digunakan, yaitu antara fixed effect model 

(FEM) atau random effect model (REM). Pemilihan di antara kedua model tersebut 

dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor berikut: pertama, korelasi antara 

error terms dan variabel independen. Pemilihan model fixed effect lebih tepat,  jika 

diasumsikan tidak adanya korelasi antara error terms dan variabel independen dan 

sebaliknya. Kedua, terkait jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Jika 

jumlah sampel penelitian hanya sebagian kecil dari total populasi, maka random 

effect akan lebih tepat dan sebaliknya (Widarjono, 2018).  

Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman: 

H0 : Menggunakan model Random Effect 

H1 : Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan dasar pengambilan keputusan adalah: 

• Jika prob cross-section random < α 0,05, maka menerima H1 atau memilih 

fixed effect dibandingkan random effect. 

•  Jika prob cross-section random > α 0,05, maka menolak H1 atau memilih 

random effect dibandingkan fixed effect. 
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3.6.4.3. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji Lagrange Multiplier atau yang juga dikenal Breusch-Pagan Random 

Effect, merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan teknik analisis 

yang paling baik digunakan, yaitu antara model common effect atau model random 

effect. 

Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam pengujian tersebut: 

H0 : Menggunakan model Common Effect 

Ha : Menggunakan model Random Effect 

Menurut Widarjono (2018), dasar pengambilan keputusanya adalah: 

• Jika nilai Lagrange Multiplier > 0,05 statistik chi-squares, maka menolak 

H0, atau memilih random effect. 

• Jika nilai Lagrange Multiplier < 0,05 statistik chi-squares, maka gagal 

menolak H0, atau memilih common effect. 

3.6.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan seperangkat syarat statistik yang wajib 

dipenuhi sebelum menerapkan analisis regresi linear berganda menggunakan 

pendekatan Ordinary Least Squares (OLS). Menurut Gujarati (2004), uji ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan bersifat BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator). Beberapa asumsi klasik yang umum diuji 

meliputi normalitas residual, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan 

multikolinearitas. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, maka estimasi parameter 

regresi yang dihasilkan dapat bias. Oleh karena itu, uji asumsi klasik merupakan 

langkah awal yang krusial dalam analisis regresi untuk memastikan validitas dan 

reliabilitas hasil penelitian. 
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3.6.5.1. Uji Normalitas Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh corporate governance dan pengungkapan CSR terhadap 

agresivitas pajak dengan financial distress sebagai variabel moderasi. Salah satu 

asumsi dasar dalam analisis regresi linear adalah normalitas distribusi data. Oleh 

karena itu, pengujian normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah penyebaran 

data telah mengikuti pola distribusi normal atau belum. Hasil uji normalitas akan 

memengaruhi validitas uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen menggunakan uji t (Widarjono, 2018). Dalam penelitian ini, uji 

normalitas akan dilakukan menggunakan uji normalitas Jarque-Bera. Jika nilai 

prob. Jarque-Bera > α = 0.05 maka disimpulkan data berdistribusi normal dan 

sebaliknya. 

3.6.5.2. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas merujuk pada situasi ketika terdapat keterkaitan yang kuat 

antar variabel bebas dalam suatu model regresi (Widarjono, 2018). Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi tersebut. Adanya 

multikolinearitas dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak andal. Untuk 

mendeteksi multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai Tolerance (TOL) atau 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF ≤ 10 atau nilai Tolerance ≥ 10, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang serius dalam 

model regresi. 

3.6.5.3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi penelitian (Widarjono, 

2018). Pada penelitian ini menggunakan uji glejser untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya masalah heterokedastisitas. Langkah awal dalam pengujian ini dilakukan 

dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika tingkat 

signifikansi antara variabel independen dan residual absolut melebihi 0,05 maka 
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disimpulkan data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya 

(Ganggi dkk., 2023). 

3.6.5.4. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menilai keberadaan hubungan 

antara kesalahan gangguan pada suatu observasi dengan observasi sebelumnya 

dalam kerangka model regresi linear (Kurniawan dkk., 2021). Widarjono (2018) 

menjelaskan bahwa autokorelasi terjadi ketika ada keterkaitan antara observasi 

yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Gejala autokorelasi sering terjadi pada 

data time series (runtut waktu), karena pengamatan dilakukan secara berurutan pada 

interval waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam data time series ekonomi, sering 

terjadi autokorelasi karena kondisi ekonomi pada satu periode cenderung 

dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Pada penelitian ini, uji Durbin-Watson (DW 

test) akan digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi. 

3.6.6. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menerapkan analisis regresi data panel sebagai pendekatan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Metode ini digunakan guna 

mengidentifikasi serta mengevaluasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat, meliputi uji koefisien determinasi (R2), uji kelayakan model (uji F), dan uji 

statistik t.  

Selanjutnya Moderated Regression Analysis (MRA) yang digunakan 

sebagai persamaan model regresi data panel pada variabel moderasi, yang mana di 

dalamnya memuat interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen 

(Braditya dan Supadmi, 2024). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah 

variabel moderasi yang dipilih mampu memperkuat ataupun melemahkan 

keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian ini 

financial distress berfungsi sebagai variabel moderasi, yang akan dilihat pengaruh 

moderasinya terhadap hubungan antara kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan CSR terhadap 

agresivitas pajak. Berikut merupakan model persamaan yang akan diaplikasikan 

dalam pengujian hipotesis penelitian ini: 
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Model 1 : Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

AGPit = α + β1KIit + β2KPMJit + β3KINit + β4KAit + β5CSRDit + β6Profitit + β7Levit 

+ eit 

Model 2 : Moderated Regression 

AGPit = α + β1KIit + β2KPMJit + β3KINit + β4KAit + β5CSRDit + β6FinDisit + 

β7KIit∗FinDisit + β8KPMJit∗FinDisit + β9KINit∗FinDisit + β10KAit∗FinDisit + 

β11CSRDit∗FinDisit + β12Profitit + β13Levit + eit  

Keterangan:  

AGP   = Agresivitas Pajak  

α   = Konstanta  

β   = Koefisien Regresi  

KI   = Kepemilikan Institusional  

KPMJ  = Kepemilikan Manajerial  

KIN   = Komisaris Independen  

KA   = Komite Audit  

CSRD   = Pengungkapan CSR 

KIit∗FinDis = Interaksi kepemilikan insitusional dan financial distress 

KPMJit∗FinDis= Interaksi kepemilikan manajerial dan financial distress 

KINit∗FinDis = Interaksi komisaris independen dan financial distress 

KAit∗FinDis = Interaksi komite audit dan financial distress 

CSRDit∗FinDis= Interaksi pengungkapan CSR dan financial distress 

FinDis  = Financial Distress 

Profit   = Profitabilitas  

Lev   = Leverage  
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e   = Standard Error (Kesalahan)  

i   = Menunjukkan Lintas Waktu (cross-section)  

t   = menunjukkan runtut waktu (time series) 

3.6.6.1. Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat sejauh mana 

kemampuan model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien 

determinasi itu sendiri dapat diartikan sebagai proporsi dari total variasi variabel 

dependen atau Y yang dijelaskan oleh garis regresi (variabel independen atau X) 

(Widarjono, 2018). Nilai R2 yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

seperti pemilihan variabel independen yang tidak tepat atau adanya variabel penting 

yang belum dimasukkan dalam model. 

3.6.6.2. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji kelayakan model, yang dikenal juga dengan uji F, dilakukan untuk 

menilai apakah model regresi yang diestimasi tersebut pantas atau tidak digunakan 

dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan pada uji F adalah dengan melihat nilai 

probability value (p-value). Jika p value kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, 

yang mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

dianggap layak (fit) untuk digunakan. Namun sebaliknya, apabila p value lebih dari 

0,05 maka hipotesis ditolak, artinya model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak layak (tidak fit) untuk digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2016). 

3.6.6.3. Uji Hipotesis (Uji Statistik t) 

Menurut Fauzan dkk. (2019) uji t dimanfaatkan untuk menilai pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi berada di 

bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen, dan sebaliknya 

jika nilai signifikansi melebihi batas tersebut. 
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Berikut dasar pengambilan keputusan uji t: 

• Apabila nilai signifikan < dari 0,05 maka H0 ditolak atau menerima Ha. 

Artinya variabel independen (X) secara parsial berprngaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). 

• Apabila nilai t sig > dari 0,05 maka H0 diterima atau ditolak Ha. Artinya 

variabel independen (X) secara parsial tidak berprngaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Y).



 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance 

yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komisaris independen, dan komite audit serta pengungkapan CSR terhadap 

agresivitas pajak dengan financial distress sebagai variabel moderasi. Berdasarkan 

pada hasil penelitian dan analisis diperoleh sampel sebanyak 70 perusahaan. Dari 

hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas 

pajak, sehingga H1 tidak terdukung. Hal ini disebabkan oleh peran ganda 

manajer utama dalam suatu perusahaan, yang juga bertindak sebagai 

pemegang saham dari investor institusi yang berinvestasi di perusahaan 

tersebut. Akibatnya, fungsi investor institusi sebagai pengawas manajer 

tidak berjalan dengan optimal, sehingga tidak mampu mencegah manajer 

untuk melakukan agresivitas pajak. 

2.  Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap 

agresivitas pajak, sehingga H2 terdukung. Temuan ini konsisten dengan 

teori keagenan, yang mengemukakan bahwa harmonisasi kepentingan 

antara manajemen dan pemegang saham mampu mengurangi potensi 

konflik di antara keduanya. Karena manajer juga berperan sebagai 

pemegang saham, mereka cenderung menghindari kebijakan yang berisiko 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, seperti agresivitas pajak. 

3.  Komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, 

sehingga H3 tidak terdukung. Meskipun rata-rata proporsi komisaris 
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independen pada perusahaan sampel mencapai 42,41%, hal ini tidak 

menjamin efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap manajer. Akibatnya, mereka tidak mampu menurunkan tingkat 

agresivitas pajak dalam suatu perusahaan. 

4. Komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sehingga 

H4 tidak terdukung.  Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah rata-rata 

anggota komite audit pada perusahaan sampel yang hanya tiga orang, 

jumlah tersebut sama dengan batas minimal yang ditetapkan oleh OJK. 

Sehingga pembentukan komite audit di perusahaan sampel cenderung 

sekadar memenuhi persyaratan formal. Selain itu, dengan jumlah anggota 

yang terbatas, komite audit tidak dapat mendukung komisaris secara efektif 

dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap manajer, 

sehingga gagal mencegah praktik agresivitas pajak di perusahaan. 

5.  Pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, 

sehingga H5 tidak terdukung. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya 

tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan sampel, yang rata-rata hanya 

mencapai 41,41%. Nilai tersebut belum mencapai setengah dari total 

informasi yang dipersyaratkan. Rendahnya tingkat pengungkapan CSR 

dapat menjadi alasan mengapa CSR belum mampu menurunkan agresivitas 

pajak perusahaan. 

6.  Financial distress tidak dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan 

institusional terhadap agresivitas pajak, sehingga H6 tidak terdukung. Hal 

ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan antara financial 

distress, kepemilikan institusional, dan agresivitas pajak. Ketidakpastian 

tersebut terlihat pada perusahaan sampel, di mana terdapat perusahaan 

dengan agresivitas pajak rendah memiliki nilai kepemilikan institusional 

dan tingkat financial distress yang tinggi. Sebaliknya, ada pula perusahaan 

dengan agresivitas pajak tinggi yang juga memiliki nilai kepemilikan 

institusional dan tingkat financial distress yang tinggi. 

7.  Financial distress tidak dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan 

manajerial terhadap agresivitas pajak, sehingga H7 tidak terdukung. 
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Mengingat pada tahun 2019-2022 terjadi pandemi Covid-19 yang 

menyebabkan tidak sedikit perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan 

sampel, mengalami financial distress . Namun, agresivitas pajak bukan 

satu-satunya strategi yang mereka lakukan untuk penghematan.  Selama 

masa tersebut, banyak perusahaan menghadapi kesulitan melakukan 

penghematan biaya dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh 

karena itu, situasi financial distress tidak dapat memperlemah hubungan 

negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. 

8.  Financial distress dapat memperlemah pengaruh negatif komisaris 

independen terhadap agresivitas pajak, sehingga H8 terdukung. Pada masa 

sulit akibat pandemi Covid-19, banyak perusahaan harus melakukan 

berbagai efisiensi biaya untuk menjaga keberlangsungan operasional. 

Dalam situasi financial distress, kebijakan pajak yang agresif dapat menjadi 

pilihan menarik bagi perusahaan untuk menghemat pengeluaran. Meskipun 

komisaris independen berperan mengawasi perusahaan untuk tidak 

melanggar peraturan, hal ini tidak sepenuhnya mampu mencegah 

perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan agresif di tengah 

tekanan financial. 

9.  Financial distress tidak dapat memperlemah pengaruh negatif komite audit 

terhadap agresivitas pajak, sehingga H9 tidak terdukung. Hal ini dapat 

disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan antara financial distress, 

komite audit, dan agresivitas pajak. Ketidakpastian tersebut terlihat pada 

perusahaan sampel, di mana terdapat perusahaan dengan agresivitas pajak 

rendah memiliki jumlah anggota komite audit dan tingkat financial distress 

yang tinggi. Sebaliknya, ada pula perusahaan dengan agresivitas pajak 

tinggi yang juga memiliki jumlah anggota komite audit dan tingkat financial 

distress yang tinggi. 

10.  Financial distress tidak dapat memperlemah pengaruh negatif 

pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, sehingga H10 tidak 

terdukung. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan 

antara financial distress, pengungkapan CSR, dan agresivitas pajak. 
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Ketidakpastian tersebut terlihat pada perusahaan sampel, di mana terdapat 

perusahaan dengan agresivitas pajak rendah memiliki tingkat 

pengungkapan CSR dan tingkat financial distress yang tinggi. Sebaliknya, 

ada pula perusahaan dengan agresivitas pajak tinggi yang juga memiliki 

tingkat pengungkapan CSR dan tingkat financial distress yang tinggi. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Studi ini mempunya sejumlah batasan dalam proses pengerjaannya yang 

mungkin dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya, yaitu antara lain: 

1. Pengungkapan CSR dinyatakan dengan menggunakan standar GRI G4 154 

item. Hasil pengukuran menggunakan standar tersebut selalu berkaitan 

dengan masalah subjektivitas karena dibutuhkan ketelitian dan analisis yang 

kuat untuk bisa menghasilkan pengukuran yang akurat. 

2.  Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perusahaan di sektor manufaktur 

yang tercatat di BEI, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa 

menggeneralisasi perilaku agresivitas pajak oleh seluruh wajib pajak di 

Indonesia. 

3.  Terdapat perusahaan yang tidak menyediakan data komposisi pemegang 

saham institusi secara rinci, sehingga menyulitkan peneliti dalam 

mengumpulkan data tersebut yang digunakan untuk menghitung variabel 

kepemilikan institusional. 

5.3. Saran  

Merujuk pada hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang 

dapat dijadikan referensi untuk studi-studi mendatang, yaitu antara lain: 

1.  Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggantian 

atau penambahan variabel independen yang berpotensi dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Misalnya 

seperti Ukuran Perusahaan (Pranata dkk., 2021), Keberagaman Gender 

Dewan Komisaris (Utaminingsih dkk., 2022), dan manajemen laba 

(Nugroho dkk., 2020). 
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2.  Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan olah data 

perusahaan manufaktur berdasarkan sektornya masing-masing, hal ini 

cukup penting dilakukan karena masing-masing sektor memiliki kondisi 

dan struktur yang cukup berbeda. 

3.  Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memperluas cakupan periode 

waktu agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Penelitian ini hanya 

memiliki rentan waktu selama 5 tahun yakni 2019-2023, dengan 

penambahan rentan waktu diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang 

lebih komprehensif. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti sampel penelitian, yaitu 

perusahaan yang berada pada sektor yang cukup rentan terhadap tindakan 

agresivitas pajak, seperti sektor pertambangan 

5.  Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk mempertimbangkan penggunaan 

variabel moderasi lain seperti Manajemen Laba dan Kualitas Laporan 

keuangan.
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